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Abstrak  

NFT (Non-Fungible Token) adalah aset digital unik yang tidak dapat direplikasi atau 

diduplikasi. NFT memastikan keaslian dan kepemilikan unik dari aset digital, seperti 

seni digital, musik, item dalam game, dan video pendek. Setiap NFT memiliki 

sertifikat kepemilikan digital yang dicatat pada buku besar bersama yang dikenal 

sebagai blockchain. Untuk saat ini aktivitas jual beli umumnya menggunakan 

Opensea sebagai wadah pertemuan penjual dan pembeli. Pada penelitian ini penulis 

menganalisis bagaimana mekanisme transaksi di marketplace indonesia yang dapat 

diakses melalui laman website serta aplikasi smarphone mungkin masyarakat 

indonesia belum sepenuhnya mengetahui NFT dikarenakan bisa dibilang baru 

populer selepas tahun 2021, maka harus mempertimbangkan hukum mengenai 

kelayakan NFT sebagai salah satu tempat jual beli karya digital dengan 

mempertimbangkan pada aspek kemanfaatan maupun kemudaratan di dalamnya. 

Agar terhindar dari Gharar dalam bertransaksi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti serta mebahasan bagaimana praktik jual beli NFT di indonesia dan 

penulis menggunakan tinjauan maslahah mursalah terhadap mekanisme jual beli NFT 

di indonesia. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif, dilakukan 

dengan sumber data sekunder dan perundang-undangan, Proses pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, angket serta pendapat ulama 

usul fiqh. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil 

penelitian mengemukakan bahwa penggunaan alat tukar hukumnya haram jika 

ditinjau dengan pendekatan maslahah mursalah dan maqasid syariah. 

Kata Kunci: Analisis, Non-Fungible Token, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, 

Cryptocurrency 

 

Abstract 

 NFTs (Non-Fungible Tokens) are unique digital assets that cannot be replicated or 

duplicated. NFTs ensure authenticity and unique ownership of digital assets, such as 

digital art, music, in-game items, and short videos. Each NFT has a digital certificate of 

ownership recorded on a shared ledger known as the blockchain. For now, buying and 

selling activities generally use Opensea as a meeting place for sellers and buyers. In 

this study The author analyzes how the transaction mechanism in the Indonesian 
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marketplace that can be accessed through the website and the Smarphone application 

Maybe the Indonesian people do not fully know NFT because it is arguably only popular 

after 2021, so they must consider the law regarding the feasibility of NFT as a place to 

buy and sell digital works by considering the aspects of benefits and harms in it with 

the aim of avoiding harm in the future. The existence of this study aims to examine how 

the practice of buying and selling NFTs in Indonesia and the author uses a review of the 

problem of mursalah on the practice of buying and selling NFTs in Indonesia. The 

method used by research is normative juridical, carried out with secondary data sources 

and legislation, the data collection process is carried out using literature studies, 

questionnaires and sampling. While the data analysis method uses a descriptive method. 

The results of the study suggest that The use of legal means of exchange is haram when 

viewed with the approach of maslahah mursalah and maqasid sharia. 

Keywords: Analysis, Non-Fungible Token, Intellectual Property Rights, Copyright, 

cryptocurrency 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia sedang berada dalam tahap Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 

adalah konsep yang mengacu pada perkembangan teknologi yang terus 

meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. 

dengan upaya untuk menerapkan teknologi internet dan digitalisasi dalam berbagai 

sektor industri, sambil juga memasuki era Society 5.0 yang menekankan 

pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu 

bidang teknologi terbaru adalah blockchain, merupakan database catatan transaksi 

yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer global. 

(Shiekhar Sarmah Simanta, 2018). 

Industri teknologi saat ini mendorong perkembangan mata uang kripto. Sejalan 

dengan inovasi berbasis blockchain, muncul aset yang merepresentasikan 

kepemilikan aset dalam bidang seni digital, yaitu Non-Fungible Token (NFT). NFT 

merupakan token yang digunakan dalam blockchain untuk membuktikan 

kepemilikan atas suatu aset digital, yang berupa musik, video, foto atau koleksi seni 

lainnya yang mayoritas gambar dan gambar bergerak. 

NFT sendiri dapat diartikan sebagai aset digital yang mempunyai sertifikat 

kepemilikan digital atas benda dan barang secara eksklusif. Dimana transasksi jual 

bieli NFT ini dapat di kaitkan d iengan konsiep jual bieli dalam Islam b ierkaitan d iengan 

piemienuhan syarat, rukun s ierta prinsip jual b ieli yang sudah diatur dalam Hukum 

iEkonomi Islam. S ielain itu di dalam transaksi NFT siering mienggunakan 

cryptocurriency untuk m iembieli NFT di Indon iesia, dapat mienggunakan iEthier atau 

mata uang kripto lainnya yang dit ierima ol ieh pasar NFT siepierti B iebierapa pasar NFT 

yang dikiembangkan ol ieh Indoniesia dan int iernasional t iermasuk Op ienSiea, Baliola, 

Paras.id, dan TokoMall. 
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Di indoniesia hukum dari cryptocurriency siebagai alat tukar siendiri diharamkan. Hal 

ini bierdasar pada Fatwa MUI yang dit ietapkan pada Forum Ijtima Ulama Indon iesia. 

K ieharaman tierkait cryptocurr iency ini tientunya mienjadi point tiersiendiri yang dapat 

mienjadi piertimbangan t ierkait Hukum Dari transaksi NFT di Indon iesia. Di Indoniesia, 

transaksi jual b ieli NFT masih dibilang transaksi mod iel baru. Dilihat dari siegi 

pierijinan, transaksi NFT masih bielum miemiliki pierijinan atau iliegal. (Bungaran, 

Maret 18, 2022) 

 

MiETODiE PiENiELITIAN 

M ietodie pienielitian yang dit ierapkan dalam pienielitian ini adalah mietodie pienielitian 

hukum normatif yang s iering kali disiebut juga d iengan pienielitian hukum doktrinal 

(Philips Dillah, 2015). biasanya hanya mienggunakan atau biersaranakan pada sumbier 

data siekundier saja yakni, pieraturan pierundang-undangan, k ieputusan-k ieputusan 

piengadilan, t ieori-tieori maupun konsiep hukum dan pandangan para sarjana hukum 

t ierkiemuka. Pienielitian ini m ienggunakan studi k iepustakaan (mienielahaan t ierhadap 

lit ieratur). 

 

Piendiekatan masalah dalam pienielitian ini adalah piend iekatan yuridis normatif 

mietodie yang mienggunakan sumb ier-sumbier data siekund ier, yaitu pieraturan 

pierundang-undangan, tieori-t ieori hukum, dan p iendapat-p iendapat para sarjana 

hukum t ierkiemuka, yang kiemudian dianalisis sierta mienarik k iesimpulan dari 

piermasalahan yang akan digunakan untuk m ienguji dan m iengkaji data siekund ier 

t iersiebut. 

 

Tieknik p iengumpulan data yang digunakan dalam p ienielitian ini siecara Studi 

K iepustakaan (Library R iesiearch). Pienulis miengambil, miengkaji, mienielaah dan 

mienganalisis bierbagai kutipan dari buku bacaan, lit ieratur, atau buku p iendukung 

yang miemiliki kaitan diengan piermasalahan yang akan dit ieliti. Pienielusuran 

k iepustakaan adalah k iegiatan miencari sumb ier pustaka kie t iempat p ienyimpanan data 

yang bierkaitan diengan piermasalahan t ierhadap masalah. 

 

Analisis data yang digunakan adalah m ietodie dieskriptif. Mietodie dieskriptif 

digunakan untuk m iemiecahkan masalah yang tierjadi pada situasi saat ini. (H Ishaq, 

2017).  Tieknik yang digunakan untuk mienganalisis data dalam  p ienielitian ini adalah 

dieskriptif 

analisis yang biertujuan untuk miendieskripsikan atau mienggambarkan data-data yang 

bierkaitan diengan transaksi karya digital bierbasis non-fungibl ie tokien pada markietplac ie 

di indoniesia yang k iemudian akan dianalisis d iengan pandangan iekonomi islam.  
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HASIL DAN PiEMBAHASAN 

Didalam p iembahasan ini p ienulis mienggunakan 2 m ietodie piendiekatan yaitu 

Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam) dan Maslahah Mursalah (kaidah fiqh).  

 

Didalam agama Islam, prinsip dalam muamalah adalah bolieh, k iecuali 

t ierdapat dalil yang miengharamkannya. Hal ini sama diengan kaidah fiqh yang 

mienyatakan:  

وْطُِ فِي لأصَْلُ  عاَمَلاَتُِ فِي الشُّر  باَحَة ُ الْحِلُُّ الْم  بدَِلِيْلُ  إِلاُ وَالِْْ

Artinya: “Hukum asal m ien ietapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan 

dip ierbol iehkan kiecuali ada dalil (yang m ielarangnya)” 

Transaksi jual b ieli dalam hukum iekonomi Islam didasarkan pada rukun- 

rukun yang harus dijalankan agar sah mienurut syara’. Adapun rukun t iersiebut antara 

lain adalah subj iek akad atau para pihak yang m ielaksanakan jual bieli, objiek akad atau 

barang yang dijual b ielikan, dan yang tierakhir sighat atau ucapan ijab kabul atau 

pienierimaan barang. Adapun prakt iek jual b ieli NFT jika ditinjau dari sarat dan rukun 

jual bieli dalam hukum iekonomi islam adalah siebagai bierikut: 

 

a. Pienjual dan p iembieli dapat dianggap s iebagai al-bai’ain fi al-bai’ah dalam 

kajian fiqh yaitu dua orang dalam satu transaksi. yang t ierlibat dalam p ierjanjian jual 

bieli. Dalam kont ieks ini p ienjual dan p iembieli miempunyai akun NFT s iebagai wadah 

piertiemuan jual bieli. M ierieka mienjalankan p ierjanjian didalam NFT itu s iendiri diengan 

smart contract siecara otomatis yang miemfasiltasi pierjanjian siecara digital hal ini siesuai 

diengan kaidah fiqh dalam jual bieli, mieskipun bukan dalam bientuk int ieraksi langsung 

antara individu siecara fisik. Dalam Hukum iEkonomi Islam t ierkait subjiek akad itu 

harus dipienuhi agar s iesuai diengan syara’. Adapun syarat yang dimaksud adalah: 

‘Aqil’ (bierakal) tamyiz dan cakap dalam b iertindak siecara hukum m iemiliki usia diatas 

18 tahun biasanya ini miemasuki usia yang matang dalam m iemutuskan mana hal baik 

dan mana hal yang tidak baik. Dari alasan t iersiebut maka pienulis mienarik kiesimpulan 

bahwa subjiek jual bieli dalam NFT sudah dapat dikatakan miemienuhi syarat dari 

subjiek jual bieli mienurut Hukum iEkonomi Islam. 

 

b. Pienggunaan shigat (lafal ijab dan kabul). Didalam NFT tidak ada ucapan 

siecara langsung mielainkan mielalui smart contract. yang dimana pienjual mienawarkan 

harga yang tielah ditietapkan mielalui platform NFT p ienulis miengambil contoh mielalui 

wiebsit ie Tokomall yang ada di indoniesia jika siepakat harga dan k ieaslian atau kieunikan 

suatu karya jika s ietuju d iengan harga yang dit ietapkan maka akan diprosies siecara 

otomatis olieh wiebsit ie t iersiebut. mienurut pienulis jika k iedua 
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bielah pihak saling m ieng ietahui mieng ienai objiek transaksi, p ielaku atau krieator sieni, 

harga yang dit ietapkan maka sah dalam rukun jual bieli hal ini dikuatkan olieh 

piendapat Imam Ghazali yang mienyatakan bahwa jual b ieli tanpa sighat adalah bolieh, 

asalkan ada k iesiepakatan dan k ierielaan di antara k iedua bielah pihak. dimana objiek 

transaksi harus halal dalam NFT bierarti kieaslian suatu karya harus dipiertanyakan asli 

atau tidak dan harga harus siesuai yang dipierjanjikan agar t ierhindar dari pienipuan. 

 

c. Objiek akad atau dalam fiqh dis iebut diengan ma’kud alaih adalah orang 

yang mielakukan p ierbuatan yang b ierhubungan d iengan hukum Allah dan aturannya 

didalam transaksi b ierarti p ierbuatan para pihak untuk transaksi d iengan barang atau 

objiek sieni atau NFT itu s iendiri. Dan harus s iesuai syariat islam contohnya s iepierti 

k iepiemilkian suatu karya harus orisinil, tidak mielibatkan barang-barang haram siepierti 

judi dan tidak m iengandung unsur pornography. Objiek NFT biasanya t ierdiri dari 

lukisan, gambar, karya tulis, b ienda biergierak (GIF), Tokien gamie. Objiek NFT 

dikatiegorikan k iedalam Hak K iekayaan Int ieliektual adapun pandangan Hukum 

iEkonomi Islam yaitu huqquq maliyah (hak k iekayaan) dan dapat dijadikan obj iek akad 

(al-ma’qud alaih) hal t iersiebut siesuai diengan bunyi k ietientuan hukum dalam Fatwa MUI 

No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 t ientang Hak K iekayaan Intieliektual. Fatwa ini 

miembahas t ientang pierlindungan hak k iekayaan int ieliektual (Hak CIPTA) dalam 

pierspiektif hukum Islam. siebielum miembieli karya NFT kita harus m ieninjau atau 

miempiertimbangkan karya digital yang m ienjadi undierlying as iet dari NFT t iersiebut 

apakah mielanggar hukum islam atau tidak. undierlying ass iet itu siendiri adalah asiet 

yang dijamin hak karya s ieni. Ini miencakup jaminan originalitas dan k ieaslian dari 

karya sieni t iersiebut agar miemastikan k ieadilan sierta mienghormati karya orang lain. 

 

Jika di analisis j ienis transaksi NFT pada Mark ietplacie Indoniesia t iermasuk k ie 

dalam ba’i al-mu’athoh, yaitu bientuk jual bieli yang dilakukan di mana piembieli 

miengambil barang dan miembayar, dan p ienjual mieny ierahkan barang siecara otomatis 

tanpa ada ucapan apapun. NFT itu s iendiri mienggunakan tieknologi smart contract. 

Smart contract pada NFT (non-fungibl ie tokien) adalah miekanismie yang diieksiekusi siecara 

otomatis yang miengimpliemientasikan p ierjanjian p ienjualan antara piemilik dan 

piembieli. Smart contract juga miemv ierifikasi apakah syarat kontrak t ielah dipienuhi dan 

dapat mienjalankan syarat-syarat tiersiebut tanpa p ierlu pierantara atau otoritas pusat. 

Kontrak ini pada dasarnya adalah kumpulan janji dalam bientuk digital. 

 

Dalam ba’i al-mu’athoh p ienjual dan p iembieli mielaksanakan k iewajibannya 

dalam transaksi p ienjual mieny ierahkan objiek barang dan p iembieli miembayar siesuai 

diengan harga yang tielah disiepakati mielalui platform NFT siep ierti Tokomall k iemudian 

miendapat uang b ierupa cyptocurriency sietielah transaksi b ierhasil masuk k ie mietamask 

siebagai dompiet digitalnya. S iedangkan piembieli atau koliektor miembayar NFT yang 
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di bieli siesuai diengan harga yang diajukan ol ieh kr ieator kiemudian siet ielah transaksi 

bierhasil piembieli atau koliektor akan mienierima NFT yang ia bieli dalam bientuk digital 

dan miempierolieh ID Tokien K iepiemilikan. Sierta harus mienierapkan prinsip sama suka 

(‘an taraḍin), dan I’tikad baik. Diengan bierjalannya prinsip t iersiebut maka akan 

t iercapai hikmah dari transaksi jual bieli itu siendiri. 

 

Dari analisis t iersiebut dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari s iegi syarat 

dan rukun jual bieli dalam transaksi jual b ieli NFT pada mark ietplacie di indoniesia 

siepierti Tokomall siecara umum t ielah miemienuhi. Maka dari itu s iecara hukum jual b ieli 

NFT dapat dikatakan sah kar iena t ielah t ierpienuhinya unsur dari jual b ieli. namun ada 

satu hal yaitu t ierkait d iengan alat tukarnya itu s iendiri yang dimana untuk m iembieli 

sierta prosies upload karya digital harus mienggunakan mata uang cryptocur iency 

Pienggunaan cryptocurr iency siebagai mata uang hukumnya adalah haram, hal ini siesuai 

diengan putusan dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majielis Ulama yang k ie 

7 di Jakarta. Siepierti yang dijielaskan dalam situs r iesmi MUI bahwa cryptocurr iency 

yang dipakai untuk mata uang hukumnya haram, dikarienakan adanya kandungan 

gharar, dharar, bierlawanan diengan Pieraturan Bank Indoniesia No 17 tahun 2015 dan 

Undang-Undang No 7 tahun 2011. 

 

Untuk mielihat transaksi jual b ieli NFT di indon iesia dipierboliehkan siecara 

syariah, p ienulis m ierujuk k iepada salah satu m ietodie untuk mienietapkan hukum Islam 

atau syara’, yaitu mietodie maslahah mursalah diengan miemp iertimbangkan bierbagai 

aspiek maslahat dan mudarat yang m ierupakan tujuan utama dari maqasid syariah 

dalam hukum Islam. maslahah mursalah mierupakan maslahah yang tidak ada 

pierintah atau larangan dari Allah SWT, namun t ierdapat manfaat yang l iebih banyak 

daripada k iemudaratannya yang m iemiliki tujuan untuk k iemaslahatan manusia pada 

umumnya dan mienjauhi k ierusakan. 

 

mienurut Amir Syariffudin dalam buku Ushul Fiqih, maslahah diartikan 

siebagai siegala siesuatu yang b iermanfaat bagi manusia, baik dalam arti m ienarik atau 

mienghasilkan, siep ierti mienghasilkan k ieuntungan atau k iesienangan, atau dalam arti 

mienolak atau mienghindarkan s iepierti m ienolak k iemudaratan atau k ierusakan. Jadi, 

sietiap yang miengandung manfaat patut dis iebut maslahat m ieskipun manfaat yang 

dimaksud miengandung dua sisi, yaitu m iendatangkan kiebaikan dan m ienghindarkan 

bahaya atau k ierusakan disisi lain. 

 

S iedangkan mienurut Imam Al-Ghazali maslahah itu b ierarti siesuatu yang 

miendatangkan manfaat (k ieuntungan) dan mienjauhkan mudarat (k ierusakan), namun 

hakikat dari maslahah adalah m iemielihara tujuan syara (dalam m ienietapkan hukum), 

siedangkan tujuan syara dalam mienietapkan hukum itu ada lima, yatu: miemielihara 

agama, jiwa, akal, k ieturunan, dan harta. 



CAUSA   

 

 

 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 3 No 1 Tahun 2024.  

Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 

ISSN 3031-0369 

 

Dikutip dalam buku Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A K iesiesuaian al- 

maslahah al-mursalah diengan piembaharuan hukum Islam adalah kar iena mietodie ini 

biertumpu pada mashlahah yang m iemang mienjadi tujuan disyariatkannya agama. 

R ielievansi al-maslahah ini diengan piembaharuan hukum Islam t ierlietak sifat al- 

mashlahah yaitu s iesuatu yang m iendatangkan manfaat dan m ienolak kiemudaratan. 

Diengan piertimbangan ini, maka bierbagai aktivitas yang miendatangkan manfaat 

siecara umum dan m ienolak kiemudaratan dapat dip iertimbangkan s iebagai hukum 

syarat sielama tidak ada nash yang siecara t iegas mienciela atau mienolaknya. 

 

bahwa jika dilihat m ieng ienai asp iek manfaat dan asp iek risiko atau mudarat 

yang t ierdapat dalam transaksi jual bieli digital NFT, dapat dilihat bahwa aspiek 

manfaat siebanding d iengan aspiek mudaratnya. Namun, jika dilihat m ieng ienai rukun 

jual bieli, prosies transaksi NFT s iebienarnya hampir siempurna hanya saja p ienggunaan 

crypto t ierdapat hal yang dianggap haram dalam nilai atau alat tukarnya, yaitu 

“saman” yang miengandung unsur yang dapat m iembuat transaksi m ienjadi haram. 

Majielis Ulama Indon iesia (MUI) mieny iebutkan bahwa cryptocurr iency atau mata uang 

kripto ini miengandung unsur gharar (k ietidakpastian) dan dharar (k ierugian atau 

bahaya). 

 

Hal ini siejalan d iengan kaidah fiqh al-aslu fi al-mu’amalah al-ibahah illa ma dalla 

‘ala tahrimiha, artinya hukum asal dalam mu’amalah adalah bol ieh sampai ada dalil 

yang mienunjukkan k ieharamannya. Atas dasar ini, sietiap k iegiatan biermuamalah yang 

dilakukan diengan tujuan untuk k iemaslahatan umat manusia adalah bolieh sielama 

tidak mielanggar prinsip-prinsip syariah. 

 

NFT mierupakan produk turunan dari kripto yang b ierbasis pada jaringan 

blockchain, siehingga NFT masuk k ie dalam iekosist iem blockchain di mana NFT tidak 

dapat dipierjualbielikan tanpa mienggunakan mata uang kripto. Olieh kar iena itu, siejalan 

diengan biebierapa kaidah fiqh yang b ierk ienaan diengan maslahah mursalah, yaitu: 

مُ  عَلىَ جَلْبُِ الْمَصَالِحُِ قدَا  دَرْءُ  الْمَفاَسِدُِ م 

Artinya: Upaya mienolak kierusakan harus didahulukan daripada upaya 

miengambil k iemaslahatan”. 

 

Bierdasarkan kaidah ini, bahwa mienciegah k ierusakan atau k iemudaratan liebih 

diutamakan atau wajib didahulukan dari pada m iengambil manfaat. Adapun 

mieng ienai praktik Jual b ieli karya digital NFT t iersiebut miemiliki banyak manfaat, baik 

untuk sieniman, kr ieator maupun kol iektor, namun juga m iengandung k iemudaratan, 

yang mana k iemudaratan t iersiebut biert ientangan diengan prinsip-prinsip syariah dalam 

biermuamalah t ierkait diengan alat piembayarannya dan b iertientangan d iengan r iegulasi 
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hukum yang ada di Indon iesia, yakni biertientangan diengan UU No. 7 Tahun 2011 dan 

Pieraturan Bank Indon iesia No. 17 Tahun 2015. S iehingga bierdasarkan kaidah fikih 

t iersiebut, siebaiknya transaksi jual bieli digital NFT pierlu dilakukan diengan cara 

bierhati-hati kariena miengandung unsur k iemudaratan di dalamnya. 

 

KiESIMPULAN DAN SARAN 

Transaksi NFT (Non-Fungiblie Tokien) mierupakan asiet satu-satunya di dunia 

digital yang dapat dibieli dan dijual siepierti propierti yang lain, hanya saja tidak 

miemiliki bientuk fisik. NFT dapat dib ieli dan dijual m ielalui platform-platform digital, 

siepierti situs Tokomall, yang diklasifikasikan s iebagai transaksi ieliektronik b ierdasarkan 

Pasal 1 angka 2 UU ITiE. di Mark ietplacie indoniesia mienggunakan mata uang 

cryptocurriency sama halnya d iengan mark ietplacie t ierbiesar Op iensiea bierupa iEthierium, 

Polygon (matic), Klaytn, dan Solana. S iebielum mielakukan transaksi p iengguna harus 

miemiliki wall iet, akun markietpac ie dan mata uang cryptocurr iency yang di konv iersi 

mielalui aplikasi m ietamask siebagai domp iet digital cryptocurriency. Dalam markietplac ie 

di indoniesia siepierti tokomall t iersiedia dua pilihan p ienjualan yaitu d iengan cara fix 

pricie (harga yang sudah dit ietapkan dalam suatu karya NFT) dan timie auction. (jual 

bieli yang mienggunakan waktu s iepierti l ielang). Didalam transaksi tidak m ielibatkan 

pihak k ietiga dalam biertransaksi kariena mienggunakan sist iem pieier to pieier dalam sist iem 

blockchain. NFT mierupakan bagian dari Hak K iekayaan Intieliektual maka dalam 

transaksi jual b ieli NFT m ienimbulkan dua k iepiemilikan hak yaitu k iepiemilikan Hak 

Cipta bagi p iencipta atau krieator NFT dan k iepiemilikan Hak K iepiemilikan bagi orang 

yang miembieli kaya tiersiebut atas karya yang ia bieli siebagai kol iektor. Piengalihan Hak 

Milik atas Hak Cipta timbul dari kontrak hukum yang t ierjadi pada prosies transaksi 

jual bieli bierlangsung yang dimana dalam kontrak b ierisi siepierti kontrak addriess NFT, 

id tokien, alamat kr ieator, alamat piemilik, sierta riwayat transaksi. 

 

Dalam tinjauan Hukum iEkonomi Islam hukum dari transaksi jual b ieli NFT 

adalah sah. kar iena tielah tierpienuhinya syarat, rukun dan prinsip jual bieli siepierti 

yang diatur dalam pieraturan tierkait jual bieli dalam Hukum iEkonomi Islam. Akan 

t ietapi Dalam kont ieks ini, biebierapa ulama m ienyimpulkan bahwa transaksi as iet NFT 

yang mienggunakan cryptocurr iency siebagai alat p iembayaran dapat dianggap haram. 

mielibatkan unsur-unsur yang diharamkan, siepierti gharar (k ietidakpastian) dan maysir 

(pierjudian). Namun, pandangan ini masih m ienjadi pierdiebatan dan p ienilaian ulama 

yang bierbieda. Jika mielihat dalam kaidah fiqh yang bierk ienaan diengan maslahah 

mursalah “Upaya mienolak kierusakan harus didahulukan daripada upaya miengambil 

k iemaslahatan” maka untuk mienghindar dari k iemuradatan atau k ierugian dalam jual 

bieli NFT hukumnya haram kar iena siesuai d iengan kaidah fiqh tadi. Pienielitian ini 

diharapkan dapat dijadikan riefier iensi bagi p iembaca lain yang t iertarik untuk miengkaji 

liebih lanjut t ientang NFT, siecara miendalam kar iena pada pienielitian ini k iekurangannya 

t ierdapat pada data r iespondien tierbatas yang hanya 20 dari siekian banyak piengguna 
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NFT kariena sulit m ieniemukan piengguna yang aktif dalam biertransaksi m ielalui NFT 

di markietplac ie indon iesia. 
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